








A. Latar Belakang Masalah 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara 
yang memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur 
dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan dan kelembagaan BPK tersebut 
diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945. Selanjutnya, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang BPK mengatur lebih lanjut pemeriksaan dan kelembagaan BPK. 
BPK berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap 
Provinsi, sesuai amandemen UUD Tahun 1945 Pasal 23 G. Kantor Pusat BPK 
berkedudukan di Jakarta serta terdapat 34 kantor perwakilan di masing-masing 
ibu kota Provinsi di seluruh Indonesia. Untuk mengisi posisi kepegawaian di 
kantor-kantor BPK dilakukan rekruitmen pagawai sesuai arahan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pegawai diseleksi 
dalam beberapa tahapan untuk dapat diterima sebagai pegawai BPK.  
Terkait dengan penempatan pegawai yang telah diterima, BPK membuat 
perjanjian dengan pegawai yang bersangkutan. Salah satu poinnya adalah 
pegawai BPK “bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah 
Indonesia”. Hal tersebut juga diatur dalam UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara pada pasal 23 huruf h yang menyatakan bahwa kewajiban 
pegawai aparatur sipil negara (ASN) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerataan dan pengisian formasi 
dilakukan dengan memindahkan unit kerja pegawai BPK sesuai dengan 




Meski demikian BPK memberikan keleluasaan bagi pegawai untuk 
mengajukan perpindahan unit kerja atas keinginan pegawai sendiri dan dapat 
diajukan maksimal dua kali selama menjadi pegawai BPK. Alasan permohonan 
tersebut diantara adalah mengikuti tempat kerja suami, serta pengobatan karena 
mengalami masalah kesehatan yang memerlukan penanganan khusus 
(dilengkapi dengan rekam medis yang memadai). Permohonan tersebut dapat 
diajukan setelah pegawai menjalani penempatan di unit kerja baru minimal dua 
setengah tahun atau lebih dan telah mendapat persetujuan atasan langsung unit 
kerja terkait serta Biro SDM Pusat di Jakarta. 
Pemindahan pegawai oleh organisasi dilakukan setiap jangka waktu 
tertentu, idealnya dilakukan setiap lima atau enam tahun terhitung sejak 
penempatan pegawai tersebut di unit kerja baru. Setiap tahun diterbitkan surat 
keputusan (SK) mutasi di BPK dengan pola mutasi berupa Domisili, Kantor 
pusat, dan Organisasi (DKO) yang urutannya ditentukan oleh Biro SDM Pusat 
di Jakarta. Tujuan pemindahan pegawai adalah untuk melengkapi pengalaman 
penugasan di satuan kerja pada pelaksana BPK sebagai bagian dari pembinaan 
kepegawaian. 
Konsekuensi yang kemudian harus dihadapi oleh pegawai BPK yang 
telah menikah adalah apabila penempatan unit kerja yang ditetapkan tidak 
memungkinkan pegawai untuk membawa serta keluarga maka pegawai 
tersebut pada akhirnya harus tinggal terpisah secara geografis dengan pasangan 
dan keluarganya. Hal ini dikenal juga sebagai long distance relationship 
(LDR), yaitu pasangan yang tinggal secara terpisah secara geografis selama 
beberapa hari, minggu, atau bulan dan berkumpul kembali hanya dalam waktu 
yang singkat sebelum kemudian berpisah kembali (Pistole, Robert, & Mosko, 
2010; Pistole 2010). Dalam beberapa penelitian, keluarga yang tinggal terpisah 
secara geografis disebut sebagai pernikahan “commuter” dimana suami dan 
istri memiliki komitmen dalam pernikahan dual career atau karir yang terpisah 
sehingga suami dan istri tinggal terpisah satu sama lain selama hari kerja 
(Rabe, 2001).    
Dansie (2012) dalam tesisnya menyebutkan beberapa riset seperti 




mahasiswa di Amerika terlibat dalam hubungan jarak jauh. Penelitian Stafford 
(dalam Farrell, 2009; Dansie, 2012; Neustaeder & Greenberg, 2011) 
menyatakan 75% mahasiswa terlibat dalam pengelolaan hubungan jarak jauh 
setidaknya satu kali dalam masa kuliah. Selain itu, hasil penelitian Aylor 
(dalam Farrell, 2009) menyatakan bahwa tingginya angka hubungan romantis 
jarak jauh di kalangan mahasiswa umumnya terjadi pada tahun pertama 
perkuliahan, yang diestimasikan mencapai sepertiga dari jumlah mahasiswa 
tahun pertama tersebut. 
Hingga saat ini belum ditemukan data akurat mengenai jumlah penduduk 
Indonesia yang tinggal terpisah secara geografis dengan suami atau istri 
mereka. Namun hasil studi Rubyasih (2016) pada Program Belajar Jarak Jauh 
(UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) menyatakan sebagian besar dosen dan staf 
administrasi UT dari berbagai UPBJJ menjalani pernikahan jarak jauh, 
meskipun tidak terdapat data pasti terkait jumlah tersebut. Penelitian ini 
menemukan aspek yang menjadi latar belakang dilakukannya komunikasi 
pasangan suami istri jarak jauh yaitu jodoh, tugas belajar, penempatan tugas 
kerja, dan tuntutan ekonomi. Pertimbangan ekonomi dan mutasi pekerjaan 
karena mendapatkan jabatan yang lebih baik mengharuskan salah satu atau 
kedua pihak untuk menjalani pernikahan jarak jauh (Rubyasih, 2016). Hal ini 
terkait juga dengan pekerjaan pasangan (apabila bekerja) yang tidak dapat 
ditinggalkan, sekolah anak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai (apabila 
sedang dalam perawatan kesehatan), serta alasan keamanan di daerah yang 
menjadi penempatan baru.  
Adanya mutasi penempatan pegawai dan tugas belajar di BPK juga 
menyebabkan terdapat pegawai yang memutuskan untuk tinggal terpisah secara 
geografis dengan pasangannya. Hingga saat ini penelitian terkait kepuasan 
relasional pegawai BPK yang tinggal terpisah dengan pasangannya belum 
pernah dilakukan. Berdasarkan data pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa 
Tengah pada bulan Agustus 2017 menunjukkan bahwa jumlah pegawai tercatat 
sebanyak 216 orang. Namun demikian terdapat 16 orang pegawai mutasi 
masuk ke BPK Perwakilan Jawa Tengah yang belum mulai berkantor dan 




diakses oleh petugas Subbagian SDM sehingga tidak diketahui status 
pernikahannya dan tidak dijadikan objek penelitian.  
Analisis selanjutnya dilakukan terhadap 200 orang pegawai dan 
diperoleh informasi bahwa terdapat 19 orang pegawai yang belum 
menikah/duda/janda serta 181 orang pegawai yang telah menikah. Sesuai 
dengan tujuan penelitan terkait pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa 
Tengah yang tinggal terpisah secara geografis dengan suami/istrinya, maka 
analisis dilanjutkan terhadap 181 orang pegawai yang sudah menikah saja. 
Hasil menunjukkan terdapat 131 pegawai yang yang tinggal bersama 
suami/istri. Sedangkan 38,12% atau 69 orang pegawai yang berstatus menikah 
tinggal terpisah secara geografis dengan pasangan dan akan dijadikan sebagai 
objek penelitian dalam tesis ini. 
Adanya tuntutan ekonomi dan perkembangan karir, beberapa keluarga 
memutuskan untuk tinggal terpisah dengan pasangannya. Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak mengatur bahwa 
pasangan suami-istri harus tingga seatap. Pada pasal 32 ayat (2) menyatakan 
bahwa rumah kediaman tetap suami-istri ditentukan secara bersama-sama. 
Meskipun demikian, keluarga yang terpisah secara geografis tidak memiliki 
banyak waktu untu bersama serta tidak dapat melaksanakan kewajiban maupun 
memperoleh hak suami-istri secara penuh selayaknya pasangan yang tinggal 
dalam satu rumah.  
Dengan adanya jarak yang memisahkan, interaksi tatap muka pasangan 
menjadi terbatas. Komunikasi tatap muka tidak dapat dilakukan setiap hari. 
Alternatif yang kemudian diambil untuk menjembatani komunikas agar tetap 
berjalan lancar adalah dengan menggunakan saluran komunikasi seperti 
handphone atau smartphone. Namun demikian, tidak semua pasangan merasa 
puas dengan komunikasi termediasi, terutama saat pasangan tersebut 
mengalami suatu masalah.  
Penelitian yang dilakukan oleh Perry (2010) menunjukkan bahwa 
beberapa pasangan memiliki keraguan untuk melakukan komunikasi termediasi 
karena tidak memungkinkan untuk membaca isyarat nonverbal dari pasangan. 




termediasi dapat memfasilitasi mereka untuk mengurangi konflik dan 
memungkinkan pasangan untuk mengkomunikasikan hal-hal terkait isu sensitif 
secara lebih efektif. 
Salah satu pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyatakan 
bahwa meskipun tetap memanfaatkan media komunikasi, saat terjadi masalah 
dia dan pasangannya memilih untuk menyelesaikan melalui komunikasi tatap 
muka dibanding dengan membicarakannya melalui media.  
“...Keadaan yang mengharuskan  untuk sementara berjauhan ya dijalani saja. 
Yang penting saat ada masalah berusaha untuk dibicarakan dan diselesaikan. 
Tapi saya dan istri lebih milih untuk menyelesaikan masalah saat bisa bertemu 
langsung (tatap muka) karena lebih nyaman...” (wawancara dengan Muhibul 
Hafidin, Staf Subbagian Humas BPK Jateng).  
Narasumber I menyatakan bahwa dia dan pasangannya berusaha untuk 
menjaga komunikasi agar saat berjauhan tidak mengalami banyak masalah. 
Langkah yang dilakukan adalah dengan berkomunikasi secara terbuka dan 
berusaha untuk saling memahami kondisi masing-masing. Selain itu, adanya 
dukungan dari keluarga dirasa sangat membantu dalam menyelesaikan masalah 
dengan memberikan saran dan nasihat dikarenakan pasangannya saat ini 
tinggal bersama orang tuanya. 
Menjaga suatu hubungan agar tetap nyaman dan memuaskan sangat 
diperlukan.  Kepuasan relasional merupakan karakteristik relasional yang sering 
diuji dalam literatur pemeliharaan karena implikasi bahwa adanya kepuasan 
dapat menunjukkan keberhasilan hubungan di masa yang akan datang 
(Oglosky & Bower, 2012). Tingkat kepuasan seseorang terhadap hubungannya 
merupakan indikator kuat atas lama hubungan yang dimiliki dan kesuksesan 
dalam hubungan tatap muka yang erat. Selain itu, individu yang berkomunikasi 
dengan jumlah waktu per minggu yang lebih besar melaporkan kepuasan 
komunikasi yang lebih tinggi dengan pasangan mereka daripada mereka yang 
berkomunikasi dengan pasangan mereka jumlah jam per minggu yang lebih 
sedikit (Anderson & Emmers-Sommer, 2006). 
Saat ini telepon seluler telah berkembang menjadi smartphone yang 
memiliki berbagai fitur yang dapat memenuhi berbagai tugas dan kebutuhan 




obrolan, diskusi grup, penyusunan jadwal, pengaturan pertemuan, dsb dapat 
dilakukan melalui smartphone. Bahkan fitur videocall membuat komunikasi 
yang dilakukan melalui telepon terjadi secara tatap muka.  
Tersedianya media interpersonal seperti telepon, SMS, email, instan 
messaging (IM) serta media sosial memungkinkan pasangan untuk berinteraksi 
lebih sering, bermakna dan murah saat mereka terpisah jarak (Toma & Choi, 
2016). Keputusan untuk tinggal terpisah dengan pasangan dan keluarga yang 
kemudian menjadi tantangan dalam pemeliharaan hubungan. Komunikasi yang 
baik menjadi salah satu kunci untuk menjaga hubungan tersebut. Pilihan untuk 
menjalani hubungan jarak jauh (LDR) juga dikuatkan dengan dukungan 
saluran komunikasi, baik berupa telepon seluler/smartphone maupun sarana 
komunikasi berbasis komputer seperti email yang menjadikan komunikasi 
seakan tanpa batas. 
Penelitian Zhuo (2016) membahas mengenai media komunikasi yang 
digunakan dengan pasangannya. Berbagai fitur kompleks yang dimiliki media 
mengkarakteristikkan pola komunikasi dalam suatu hubungan yang dekat. 
Beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pasangan berupa komunikasi 
tatap muka, bertelepon, SMS, email, pesan foto, videocall, aplikasi pesan, 
pesan instan, Facebook, pelacak GPS, dll. 
Kebutuhan akan rasa keterhubungan, baik dengan pasangan, saudara, 
orang tua, anak, atau kerabat, mengakibatkan teknologi komunikasi interaktif 
tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh kenyamanan tetapi 
lebih sebagai garis hidup, yang menjadi mekanisme untuk mempertahankan 
hubungan pribadi yang penting (Gooch & Watt, 2014). Perkembangan 
teknologi yang sangat pesat turut mengubah pola interaksi antar pribadi. 
Komunikasi yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka dapat dimediasi 
dengan berbagai media komunikasi. 
Salah seorang pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 
menyatakan bahwa untuk menunjang komunikasi, beberapa saluran 





“...Kalo kebetulan ada masalah, kami berusaha bicarakan secara terbuka. 
Karena jauh dari keluarga (orang tua) jadi sebisa mungkin kami selesaikan 
berdua. Untuk komunikasi sehari-hari biasanya kami menggunakan WA 
(whatsapp) karena lebih praktis dan murah.” (wawancara dengan Mita 
Cahyani, Staf Subbagian Humas BPK Jateng). 
Lebih lanjut, narasumber II menuturkan bahwa meskipun pasangan 
(suami) juga merupakan pegawai BPK, namun email jarang digunakan untuk 
berkomunikasi. Selama ini email hanya digunakan jika ada dokumen terkait 
pekerjaan yang harus dikirimkan. Selain itu, narasumber II dan pasangannya 
juga tidak memanfaatkan media sosial seperti Facebook messenger atau twitter 
karena pasangannya juga tidak aktif di media sosial.  
Dalam berkomunikasi dan beraktivitas masyarakat Indonesia tidak dapat 
terlepas dari telepon seluler maupun smartphone. Berdasarkan data dari “We 
are Social” (http://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017) pada 
Januari 2017, total penduduk Indonesia mencapai 262 juta jiwa. Sejumlah 
132,7 juta penduduk merupakan pengguna internet aktif dan pengguna koneksi 
mobile di Indonesia mencapai angka 371,4 juta jiwa atau 142% dari jumlah 
penduduk di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu, yaitu 
326,3 juta jiwa. Ringkasan data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:  
 







Adanya media komunikasi interpersonal pada telepon seluler dan 
smartphone dengan fasilitas berupa telepon, SMS, email, instan messaging 
(IM) serta media sosial yang memungkinkan pasangan untuk berinteraksi lebih 
sering, bermakna dan murah saat mereka terpisah jarak (Toma & Choi, 2016). 
Perangkat komunikai tersebut tentu dapat memediasi pasangan dalam menjalin 
komunikasi meskipun terpisahkan jarak, seperti yang disampaikan oleh salah 
seorang pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah:  
 “...Sejak menikah sudah LDR-an karena sejak pacaran juga sebenarnya sudah 
LDR-an sih jadi sudah terbiasa. Biasanya aku dan suami videocall-an, karena 
bisa lebih leluasa berbicara dan bisa lihat langsung juga. Kalo email nggak 
pernah pakai. Sedangkan medsos kan nggak selalu dilihat ya, jadi ya mendingan 
pake hape (handphone) saja.” (wawacara dengan Juni Simanjuntak, Staf 
Subbagian Hukum BPK Jateng). 
Narasumber III dan pasangannya lebih banyak berkomunikasi dengan 
memanfaatkan fitur videocall pada smartphone. Fitur ini dipilih karena dengan 
melihat wajah pasangan dan mendengarkan suara saat berkomunikasi, 
narasumber II merasa dapat mengetahui kondisi pasangannya jika sedang ada 
masalah maupun saat tidak dalam kondisi yang sehat. 
Menurut Hertlein (2012) interaksi melalui komputer dapat 
memperkirakan waktu komunikasi secara nyata. Perkiraan tersebut dapat 
menjadi karakteristik yang kuat bagi pasangan dan anggota keluarga yang 
terpisah oleh jarak dalam mempertahankan hubungan erat mereka. Penelitian 
yang lain (Dainton & Aylor, 2002; Yin, 2009) menunjukkan bahwa semakin 
sering seseorang berkomunikasi melalui ponsel maka tingkat kepuasan 
relasional semakin tinggi.  
Namun hasil penelitian lain menyatakan bahwa kualitas komunikasi 
melalui media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
komunikasi, namun tidak sama halnya dengan kuantitas komunikasi (Emmers-
Sommer, 2004; Toma & Choi, 2016). Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang 
objektif dalam mengukur kuantitas komunikasi memerlukan proses yang 
panjang. Hal in dijelaskan dalam Emmers-Sommer (2004) serta Boase & Ling 
(2013) yang mengukur kuantitas komunikasi dengan meminta responden 




durasi yang mereka gunakan untuk berkomunikasi melalui ponsel yang 
dilakukan setiap hari selama satu minggu. Hasil tersebut kemudian 
dibandingkan dengan data log sistem dari server.  
Lebih lanjut, Toma & Choi (2016) menyarankan kepada penelitian masa 
depan apabila mengukur kuantitas komunikasi sebaiknya menggunakan ukuran 
yang lebih obyektif untuk melacak frekuensi penggunaan media oleh 
responden melalui data log sistem, meskipun self-report measurement lazim 
digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut dan keterbatasan waktu, 
maka pengukuran kuantitas komunikasi tidak dilakukan dalam penelitian ini. 
Sedangkan kualitas komunikasi dalam penelitian ini akan diukur dengan 
menggunakan skala Iowa Communication Record (ICR). Pengukuran tersebut 
terlah banyak digunakan dalam penelitian hubungan romantis dan divalidasi 
dalam berbagai studi (Toma & Choi, 2016). 
Teknologi media yang terus berkembang turut mengubah pola interaksi 
manusia. Teknologi membantu pemeliharaan hubungan jarak jauh menjadi 
lebih mudah, dan interaksi sosial saat ini dimediasi oleh media komunikasi 
(Utz, 2007). Teknologi berkontribusi terhadap pemeliharaan hubungan baik 
secara fungsional maupun efektif. Teknologi memudahkan pasangan untuk 
mengkoordinasikan tugas rumah tangga dan agar tetap saling terhubung 
dengan teman atau keluarga (Zhuo, 2016). Pemilihan media yang 
digunakannya dalam menjaga hubungan jarak jauh dipengaruhi oleh 
kebutuhan. Penelitian menunjukkan seseorang yang merasa tidak aman dengan 
hubungannya mungkin akan mencari kepastian, dengan berbicara atau bertemu 
dengan pasangannya (Dainton & Aylor, 2002). 
Meskipun status yang dimiliki pasangan adalah pernikahan, namun 
dengan dijalaninya pernikahan yang terpisah secara geografis mengharuskan 
pasangan untuk tetap memelihara hubungan yang dimiliki. Permasalahan 
terkait LDR dan perilaku pemeliharaan hubungan telah banyak diteliti 
(misalnya, Canary & Stafford, 1994; Dainton & Aylor, 2001; Rabby, 2007). 
Canary dan Stafford menyatakan bahwa pemeliharaan hubungan merupakan 
suatu tujuan bagi banyak orang yang menginginkan hubungan yang dapat 




Pemeliharaan hubungan merupakan suatu proses dengan melibatkan 
aktivitas yang dinamis (Canary & Stafford, 1994). Ayres (1983) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa bahwa jenis perilaku interaksi tertentu 
berfungsi untuk menjaga hubungan yang berkelanjutan. Penelitian ini berfokus 
pada strategi pemeliharaan, yaitu pendekatan komunikasi yang digunakan 
orang untuk mempertahankan definisi relasional yang diinginkan. 
Pembahasan mengenai pemeliharaan hubungan menggunakan  
relationship maintenance theory yang melihat bagaimana pasangan menjaga 
keberadaan hubungan, menjaga kestabilan hubungan, menjaga kepuasan 
hubungan serta mempertahankan hubungan yang dimiliki dengan pasangan. 
Penelitian terkait bagaimana mengukur pemeliharaan relasional telah dimulai 
beberapa dekade yang lalu, diantaranya (Stafford & Canary, 1991; Canary & 
Stafford, 1992; Canary et. al., 1993) yang mengemukakan lima faktor 
pemeliharaan hubungan, yaitu positifitas, keterbukaan, jaminan, jaringan sosial 
dan pembagian tugas. Model tersebut dikembangkan lagi Stafford, Dainton, 
and Haas (2000) yaitu yang menambahkan dua faktor pemeliharaan hubngan, 
yaitu saling memahami dan percakpaan mengenai hubungan. 
Penelitian dalam tesis ini untuk menguji faktor-faktor yang memprediksi 
kepuasan hubungan berupa penggunaan saluran komunikasi, kualitas 
komunikasi, dan pemeliharaan hubungan. Selanjutnya akan diuji pengaruh 
secara simultan kualitas komunikasi dan pemeliharaan hubungan terhadap 
kepuasan relasional. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah ada asosiasi antara penggunaan saluran komunikasi dengan 
kepuasan relasional pasangan yang terpisah secara geografis? 
2. Apakah ada pengaruh kualitas komunikasi terhadap kepuasan relasional 
pasangan yang terpisah secara geografis? 
3. Apakah ada pengaruh pemeliharaan hubungan terhadap kepuasan 




4. Apakah ada pengaruh kualitas komunikasi dan pemeliharaan hubungan 
secara simultan terhadap kepuasan relasional pasangan yang terpisah 
secara geografis? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut: 
1. Menguji asosiasi antara penggunaan saluran komunikasi dengan kepuasan 
relasional pasangan yang terpisah secara geografis. 
2. Menguji pengaruh kualitas komunikasi terhadap kepuasan relasional 
pasangan yang terpisah secara geografis. 
3. Menguji pengaruh pemeliharaan hubungan terhadap kepuasan relasional 
pasangan yang terpisah secara geografis. 
4. Menguji pengaruh kualitas komunikasi dan pemeliharaan hubungan secara 
simultan terhadap kepuasan relasional pasangan yang terpisah secara 
geografis. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah: 
1. Bagi akademisi 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai bagian dari 
pengetahuan (body of knowledge) terkait penggunaan saluran komunikasi, 
kualitas komunikasi, pemeliharaan hubungan, dan kepuasan relasional 
bagi pasangan suami-istri yang tinggal terpisah secara geografis. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPK 
terkait kepuasan relasional bagi pegawai yang terpisah secara geografis 
dengan suami/istri, berkenaan dengan penggunaan saluran komunikasi, 
kualitas komunikasi, dan pemeliharaan hubungan dengan pasangan serta 
dalam menyikapi penempatan pegawai di lingkungan BPK RI. 
 
 
